BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 9o 1-13-1/ 4N3/ BaENDA

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BIAYA PENYAMPAIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Menimbang :

Mengingat :

DI KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI,

. bahwa untuk kelancaran penyampaian Surat

Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada Wajib
Pajak, peranan Camat, Lurah dan Kepala Desa mempunyai
kedudukan yang sangat strategis;

. bahwa penyampaian Surat SPPT PBB-P2 membutuhkan

biaya/anggaran;

. bahwa biaya/anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf

b, diberikan kepada pihak-pihak yang menyampaikan
kepada wajib pajak, dengan Dbiaya yang dihitung
berdasarkan jumlah setiap lembarnya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran  Biaya
Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB-P2) di Kabupaten Banggai Tahun 2024;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
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Memperhatikan :

10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20

Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten
Banggai Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Banggai Nomor 67);

. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2023

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai
Nomor 161);

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 12);

Peraturan Bupati Banggai Nomor 62 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai
Tahun Anggaran 2023 Nomor 2797);

Surat Keputusan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banggai Nomor : 970/742/Bapenda/2023
tanggal 27 Desember 2023 tentang Dokumen Pelaksanaan



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024.

Menetapkan Besaran Biaya Penyampaian Surat Penyampaian
Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kabupaten Banggai
Tahun 2024.

Besarnya Biaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu) rupiah
per 1 (satu) lembar yang dilengkapi dengan bukti Penerimaan
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) oleh wajib pajak.

Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Banggai.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 5 AtiL 2024




